
www.pajak.go.id

SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi  
Bagi Karyawan / Pegawai

#KemenkeuTepercaya

Panduan Lengkap



ᶰᶮᶰᶴ Ἄ EuéM©ÿÃé!ÿ ¦M¸EMé!¬ æ!¦!© 
©M¶M¸ÿMéu!¸ ©MĆ!¸g!¸ éMæĆ=¬u© u¸EÃ¸Mñu!

www.pajak.go.id

¶ǍʌǸɶȡ ǸǱʔȶǍɾȡ ɳǸɶɳǍȲǍȶǍɅ ȡɅȡ 
ǱȡɾǍɃɳǍȡȶǍɅ ɾǸǩǍȓǍȡ ɾǍɶǍɅǍ 
ǸǱʔȶǍɾȡ ǱǍɅ ɳǸɃǍțǍɃǍɅ ʔɃʔɃ

Terakhir  diperbarui  25 Agustus 2026

Muh Rahmatullah Barkat M
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama

Direktorat P2humas DJP

Editor

æǸɅʳʔɾʔɅ

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran 

yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

2

Timon Pieter
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya

Direktorat P2humas DJP



www.pajak.go.id

BAGIAN 1Pengantar - Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan

BAGIAN 1  Pengantar - Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan

BAGIAN 2Persiapan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

BAGIAN 2  Persiapan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 21-35

BAGIAN 3Praktik Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

BAGIAN 3 Praktik Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Klik pada judul  untuk lompatOutline Salindia

4-20

36-76



Pengantar :
Kewajiban  Pelaporan  SPT 

Tahunan
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Definisi  Penghasilan

Penghasilan
Tambahan

KekayaanKonsumsi+
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik  yang berasal dari  

Indonesia maupun  dari  luar  Indonesia , yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan  nama dan dalam  bentuk  apa pun.

Worldwide 
Income

Dari Indonesia & 

Luar Negeri

Bentuk  Apa 
pun

Tunai, Transfer, 

Natura/Kenikmatan 
dan lain-lain

Alokasi

Dikonsumsi atau 

Menambah Harta 
Kekayaan

Pajak tidak hanya melihat gaji. Jika harta bertambah atau 
melakukan konsumsi namun penghasilan tidak dilaporkan, 
akan timbul  pertanyaan mengenai asal usul sumbernya.

www.pajak.go.id

Pasal 4 ayat (1) UU PPh
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Memahami Self-Assessment System

Kepercayaan Penuh pada Wajib Pajak
Sistem perpajakan di mana Wajib Pajak diberi tanggung 
jawab penuh untuk menghitung, memperhitungkan, 
membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri tanpa 
menunggu surat ketetapan dari kantor pajak

Menghitung  

Pajak 

Terutang

Memperhitungkan  

pajak yang telah 

dipotong  pihak lain

4 Pilar Kewajiban  Self-Assessment

Membayar 

kekurangan 

pajak

Melaporkan 

SPT

Peran Negara (DJP) 
sebagai Pengawas
Petugas pajak (Fiskus) bertindak sebagai 
pengawas kepatuhan pelaksanaan kewajiban 
perpajakan sebagai konsekuensi penerapan 
sistem self assessment.

Prinsip Pengisian SPT
Pasal 3 ayat (1) UU KUP

Penghasilan dari 

Pekerjaan , Usaha, 
Pekerjaan  Bebas 

dan penghasilan  

dari harta/modal 
serta penghasilan 

lain-lain

Penghasilan Dalam  

dan Luar Negeri

Penghasilan yang 

dikenai PPh Final 
dan Bukan Objek 

Pajak

Perhitungan harus 

sesuai UU dan 
mencerminkan  

keadaan  sebenarnya

Memuat seluruh 

unsur (penghasilan, 
harta, utang) dan 

melampirkan dokumen 

persyaratan yang 
diminta

Tidak menimbulkan 

penafsiran ganda dan 
asal-usul sumber  

penghasilan / harta  

dapat  ditelusuri

Harta
 yang dimiliki dan 
dikuasai per 31 
Desember

Kewajiban /
utang 

yang masih harus 
dibayar  

per 31 Desember

www.pajak.go.id

Apa itu  Self-

Assessment System?
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Pengertian  SPT Tahunan  PPh

ƽƽƽЮƓċŢċťЮŊŸЮŔĬ

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 
Pajak Penghasilan (PPh) merupakan 
formulir  yang digunakan Wajib Pajak 
untuk melaporkan  dan 
mempertanggungjawabkan :

Å Penghitungan jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang

Å Pembayaran atau pelunasan pajak 
(pelunasan 
sendiri/pemotongan/pemungutan) 
dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian 
Tahun Pajak

Å Penghasilan yang WP terima, baik yang 
merupakan objek pajak maupun yang 
bukan objek pajak

Å Harta dan kewajiban (utang) yang WP 
miliki pada akhir Tahun Pajak

Tampilan Formulir SPT Tahunan kertas
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Mitos : Semua data di Coretax  sudah 

otomatis  benar, saya tinggal  terima  beres 

ƽƽƽЮƓċŢċťЮŊŸЮŔĬ

Fakta: SPT Tahunan  Coretax  tetap  

menganut  prinsip  òSelf-Assessmentó

Meskipun seluruh bukti pemotongan sudah otomatis terisi dalam SPT 
Tahunan. Namun, hanya penghasilan sehubungan dengan 
pekerjaan tertentu yang masuk ke SPT Tahunan secara otomatis 
(pegawai tetap, pensiunan, pegawai tidak tetap). 

Jangan langsung Submit SPT 
sebelum mengisi penghasilan 
yang diterima setahun, 
beserta harta dan utang yang 
dimiliki  per akhir tahun pajak 
telah dilaporkan

Coretax menyediakan data awal dengan otomatisasi pengisian data bukti 
pemotongan, namun Wajib Pajak tetap wajib melakukan verifikasi dan 
pengisian penghasilan secara mandiri sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya.

Data Bukti Potong Lampiran L-1 Bagian E Data Penghasilan Induk SPT

1.Penghasilan Neto Luar Negeri

30Rgpijcukncp"Pgvq"Fcnco"Pgigtk

1.Penghasilan Neto Pekerjaan Bebas

30Rgpijcukncp"Pgvq"Mgikcvcp"Wucjc

1.Penghasilan Neto Pekerjaan

Sesuai Pasal 3 ayat (1) UU 

KUP, setiap Wajib Pajak 

wajib mengisi SPT dengan 

benar, lengkap, dan jelas

SELF-ASSESSMENT

Matriks Prepopulasi Penghasilan di Coretax

Penghasilan  usaha, pekerjaan  bebas, dalam  
negeri dan luar  negeri, harus diisi  secara manual
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ƽƽƽЮƓċŢċťЮŊŸЮŔĬ

Kategori Jenis Penghasilan ÉƣċƣƨƚШĬŔШ9ŸƖĲƣċǂ

Otomatis

Terprepopulasi

ÅPenghasilan (Gaji dsb) Pegawai Tetap 

(BPA1/BPA2), Penerima Pensiun 
Berkala, Pegawai Tidak Tetap (BP21 

tertentu).

ÅBeberapa penghasilan PPh Final

Penghasilan  Neto dan Bukti Potong  

terprepopulasi  (muncul  otomatis ) di 
Induk dan  Lampiran SPT  setelah 

menjawab pertanyaan pada Ikhtisar 

Penghasilan Neto

Hanya 

Prepopulasi  

Kredit  Pajak

Bukti potong  PPh 21, 22, 23 yang 

bersifat Tidak Final  terprepopulasi di 
Lampiran L-1 Bagian E (Daftar 

Kredit ), namun Penghasilan Neto di  

Induk  masih kosong .

Wajib Input Manual
Penghasilan Usaha, Pekerja 

Bebas, Dalam Negeri Lainnya 

terkait bukti potong tersebut

ÅPenghasilan Bukan Objek  Pajak (warisan, 

hibah, beasiswa, reksadana, laba usaha 
CV dll) dan 

ÅPenghasilan PPh Final yang telah  

Dipotong  Secara Digunggung  (saham 
bursa, bunga deposito, bunga tabungan)

ÅPenghasilan Dalam Negeri Lainnya

ÅPenghasilan Luar Negeri

Wajib diisi manual di Lampiran Terkait 

agar nilai penghasilan netonya 
mengalir ke Induk SPT, kecuali 

penghasilan Final dan Bukan Objek

ÑŔŰĬċťċŰШìÂ

Tidak 

Terprepopulasi

Konfirmasi  dan validasi  

kebenaran  dan ketepatan . 
Jika tidak dipotong , wajib input 

manual

Wajib Input Manual
Penghasilan  Bukan Objek  

Pajak, Final tertentu  dan 
Dalam Negeri serta Luar 

Negeri

Jika NIK Valid dalam Bukti 

Pemotongan

ÅPenghasilan dari pekerjaan selain  

sebagai Pegawai Tetap, Pegawai Tidak 
Tetap dan Penerima Pensiun Berkala

ÅPenghasilan dari kegiatan  usaha 

ÅPenghasilan dari pekerjaan  bebas

Matriks Otomatisasi Penghasilan di Coretax9
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ƽƽƽЮƓċŢċťЮŊŸЮŔĬ

ÅKaryawan BUMN/BUMD

ÅPegawai Tetap Swasta

ÅPegawai Tidak Tetap

ÅPejabat Negara

ÅPNS/ASN/PPPK

ÅAnggota TNI/POLRI

ÅPenerima Pensiun/THT/JHT

Penghasilan yang berasal dari adanya 

hubungan  kerja  karena adanya 

perjanjian  atau kesepakatan  kerja  

(baik tertulis maupun tidak tertulis) 

untuk melaksanakan suatu tugas 

dalam jabatan/kegiatan tertentu

Definisi Penghasilan Pekerjaan

Contoh Pekerjaan:

Bentuk  Penghasilan

ÅGaji, upah, tunjangan, honorarium.

ÅUang pensiun, pesangon, THT/JTH, bonus, gratifikasi, uang lembur.

ÅImbalan bentuk natura dan/atau kenikmatan

Jenis Bukti Potong  dan Otomatisasi  Coretax

cƨĤƨŰŊċŰШuĲƖŢċ

Jenis Bukti 

Potong

Kategori Penerima / Jenis 

Penghasilan
Kode Objek Pajak

Penghasilan Neto 

di L-1 D

Pegawai Tetap / PPPK 21-100-01

Pensiunan (Pegawai Tetap/PPPK) 21-100-02

PNS / TNI / Polri 21-100-01

Pensiunan (PNS/TNI/Polri) 21-100-02

Pegawai Tidak Tetap
21-100-24, 21-100-30, 

21-100-35

Mantan Pegawai (Bonus, Tantiem, Jasa 

Produksi)
21-100-11

Uang Manfaat Pensiun/Penghasilan 

Sejenis Masih Berstatus Pegawai
21-100-12

Pesangon, Manfaat Pensiun, THT/JHT 

(Tahun Ke-3 dst)
21-100-25

BPA1

Penghasilan Neto 

Terprepopulasi ke 

Lampiran L-1 D

(Perhatikan catatan)

BPA2

BP21
Penghasilan Neto 

Dijumlahkan dan diisi 

Manual ke Lampiran L-

1 D

Penghasilan dari Pekerjaan 10
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SPT Tidak Benar 
& Lengkap

Pemicu Pengawasan (SP2DK) 
atau Pemeriksaan  

Jika hanya mengandalkan data prepopulasi (bukti pemotongan 

yang terisi otomatis) dan langsung melaporkan SPT tanpa 

menambahkan penghasilan yang terkait dengan data bukti potong 

tersebut, SPT Tahunan ,menjadi tidak benar dan tidak lengkap

Jika SPT Tahunan  Lebih  Bayar disebabkan karena tidak mengisi penghasilan 

dengan lengkap tersebut, maka lebih bayar dianggap  bukan  merupakan  kelebihan  

bayar  (sesuai PER-03/PJ/2026) atau dapat  diteruskan  melalui  pemeriksaan  

(sesuai PMK-28 Tahun 2026). Saat dibetulkan , terdapat  konsep  delta

Å Periksa kembali konsep SPT Tahunan secara teliti sebelum dilaporkan. 

Å Pastikan seluruh penghasilan yang diperoleh dalam SPT Tahunan, khususnya dari bukti potong yang terpropulasi 
cocok dengan nilai penghasilan yang terekam dalam konsep SPT Tahunan. 

Å Jika terdapat penghasilan dari bukti pemotongan yang belum terekam, silakan tambahkan penghasilan tersebut dalam 
lampiran SPT Tahunan yang sesuai jenis penghasilannya.

Himbauan  Jika Status Konsep SPT Lebih  Bayar

Tambah  Manual

Risiko Hanya Mengandalkan Data Otomatis 11



ƽƽƽЮƓċŢċťЮŊŸЮŔĬ

Keluarga = Satu Kesatuan Ekonomis

Penghasilan  atau kerugian dari suami, istri & anak (belum 18 
tahun dan belum pernah menikah) digabungkan  sebagai satu 
kesatuan  yang dikenai pajak (seakan-akan milik  suami)

hidup berpisah 
berdasarkan 

putusan hakim

Jika ada perjanjian pemisahan 
harta tertulis (PH) atau istri ingin 

menjalankan kewajiban pajak 
sendiri/punya NPWP sendiri (MT)

Perhitungan Gabungan PH/MT:

Meski terpisah, penghitungan  PPh terutang suami-
istri tetap dilakukan secara gabungan  di lampiran  
L4 SPT masing-masing , yang hasilnya kemudian 
dibagi  proporsional

Tanggung Jawab Kepala Keluarga (KK):

Pemenuhan kewajiban pajak keluarga dilakukan oleh kepala 

keluarga (suami) di SPT Tahunannya. 

Contoh : 
Penghasilan Neto: Suami (@ Rp100 Jt) & Istri (@Rp150 Jt) 

Neto Gabungan

PTKP Gabungan (K/I/0)

Penghasilan Kena Pajak Gabungan

PPh Terutang Gabungan 

Rp250 juta

Rp112,5 juta

Rp137,5 juta

Rp14.625.000

PPh Terutang akan masuk ke masing-masing Induk 
SPT Suami atau Istri untuk dilaporkan terpisah 

x Tarif PPh Pasal 17 (5%, 15%, 25%, 30%, 35%

KEPAL A KELUARGA 
SEBAGAI PUSAT 

PELAPORAN

  Lapor SPT masing -masing  Lapor SPT masing-masing namun wajib isi 
lampiran gabungan (Lampiran L4 bagian B)

Pelaporan Penggabungan Penghasilan oleh Kepala Keluarga

Di Coretax: bukti pemotongan dan penghasilan dari anggota keluarga yang tercatat sebagai òTanggungan  di 
òDaftar Unit Keluargaó Coretax suami akan terprepopulasi ke SPT Tahunan suami sesuai prinsip satu kesatuan 
ekonomi, untuk dihitung dan dilaporkan oleh suami

1 Keluarga  = 1 SPT, kecualiê

Pasal 8 ayat (1)  UU PPh

Pasal 8 ayat (2)  UU PPh

HIDUP BERPISAH (HB) PISAH HARTA (PH) atau  MEMILIH TERPISAH (MT

12



ÅPenghasilan istri semata-mata diperoleh dari satu pemberi  kerja  (tanpa penghasilan usaha atau penghasilan sehubungan pekerjaan bebas)

ḬArtinya, istri tidak  bekerja  di dua tempat  atau lebih secara bersamaan dan tidak memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas (tenaga ahli, dokter , konsultan, 
pengacara, penilai, notaris, dll);

ÅPenghasilan istri tersebut telah  dipotong  pajak  (PPh Pasal 21).

ḬArtinya, istri telah diterbitkan  bukti  pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja terkait penghasilan  dari  1 pemberi  kerjanya :

ÅPekerjaan istri tersebut tidak  ada hubungannya  dengan usaha atau pekerjaan  bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Jenis Bukti Potong Kategori Penerima Penghasilan Kode Objek Pajak

Pegawai Tetap / PPPK 21-100-01

Pensiunan (Pegawai Tetap/PPPK) 21-100-02

PNS / TNI / Polri 21-100-01

Pensiunan (PNS/TNI/Polri) 21-100-02

BP21 Pegawai Tidak Tetap 21-100-24, 21-100-30, 21-100-35

BPA1

BPA2

Penghasilan  Istri  Dianggap  Final (Tidak Digabung )

Keempat  Syarat Ini Wajib Terpenuhi

Berlaku jika istri bergabung dengan NPWP Suami DAN hanya memiliki penghasilan dari 1 tempat kerja yang sudah 
dipotong PPh 21.

Pengecualian Penggabungan Penghasilan Istri di SPT Suami

Pasal 8 ayat (1)  UU PPh

ÅTidak memiliki  perjanjian pisah harta (PH) atau tidak memilih melaksanakan 
kewajiban perpajakan secara terpisah (MT )

ḬDalam Coretax, istri tidak  tercatat  memiliki  NPWP yang aktif , melainkan Non Aktif atau Belum Aktif (SPDN. 
Istri juga telah tercatat sebagai òTanggunganó di DUK (Daftar Unit Keluarga) Coretax suami dan òKategori Wajib 
Pajakó di òProfil Sayaó Istri tercatat sebagai òOrang Pribadió.

Profil Saya òIstrió Status Istri  di DUK Suami

www.pajak.go.id
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Di Induk SPT, pastikan menjawab 

ôYAõ pada pertanyaan 10a dan 14c

Aktifkan Tombol & 
Lampiran Final

Catat & Hapus Data 
Otomatis Istri

Catat dan hapus data penghasilan istri dari 

pekerjaan beserta bukti potong BPA1/BPA2/BP21 

milik istri di Lampiran L-1 D dan L-1 E 

Klik ò+Tambahó di Lampiran L-2 Bagian 

A, pilih jenis penghasilan: òPenghasilan 

Istri dari Satu Pemberi Kerja ó

Input Ulang  di Lampiran 
PPh Final (L-2 Bag A)

www.pajak.go.id

s.kemenkeu.go.id/laporistri
ƚЮťĲůĲŰťĲƨЮŊŸЮŔĬоũċƓŸƖŔƚƣƖŔ

Panduan dan informasi   
selengkapnya : 

3 Langkah 
Pindahkan 
Data Istri Ke 
Lampiran L-2
Jika istri memenuhi ketentuan 

pasal 8 ayat (1) UU PPh

Pelaporan Penghasilan Istri yang Dianggap Final

Mengapa  Data Istri  Harus Dipindahkan ?

Risiko Kurang Bayar atau  
Lebih Bayar yang Tidak 
Seharusnya

Sistem secara bawaan menggabungkan penghasilan suami-istri dengan prepopulasi data bukti  pemotongan  istri 
di SPT Tahunan Suami, sehingga Jika tidak dipindahkan akan memicu penghitungan  pajak yang tidak seharusnya 
karena masih dianggap memenuhi ketentuan satu kesatuan ekonomi.

14
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Matriks Penghitungan PPh Umum di SPT Tahunan OP
Tahap I: 
Penjumlahan Penghasilan Neto 

Pekerjaan

Pekerjaan  
Bebas Dalam 

Negeri
LainnyaUsaha

Tahap III: 
Penghitungan PPh Terutang

Tarif Progresif  Pasal 17 
PKP dikalikan dengan tarif pajak yang 

beriaku secara berlapis , mulai dari 5% 

hingga maksimal 35%.

Luar
Negeri

Kompensasi  
Kerugian  (WP 
Pembukuan )

Tahap IV: 

Penentuan Status Kurang/Lebih Bayar

Total Penghasilan Neto 
setahun pada tahap ini 
akan tercantum pada 
Angka 2 Induk SPT dan 
menjadi dasar 
perhitungan awal.

Hasil Positif  (+)

= Kurang Bayar
WP wajib melunasi 

kekurangan pajak 

tersebut saat 

pelaporan SPT 
Tahunan

Hasil Negatif  (-)

= Lebih  Bayar
WP berhak

restitusi atas

kelebihan pembayaran

pajak tersebut.

Zakat/ 
Sumbangan Wajib 
keagamaan

Penghasilan
Tidak Kena Pajak

(PTKP)

Total 
Penghasilan 
Neto

Penghasilan  
Kena Pajak

(PKP)

Tahap II: 
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Total PPh 
Terutang

Komponen  

Kredit  Pajak

Jenis/Keterangan

Dipotong /Dipung

ut Pihak Lain

PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 
26, DTP

PPh Dibayar 
Sendiri

Angsuran PPh Pasal 25 STP 
PPh Pasal 25 (Pokok Pajak)

PPh Terutang  Dikurangi  Kredit  PajakPenghasilan  Neto Dikurangi  dengan  

Pengurang  yang ditentukan

PTKP ditentukan status 
perkawinan dan jumlah 
tanggungan (maksimal 3)

Termasuk bukti  pemotongan  istri atau 

anggota keluarga yang tidak memenuhi 

ketentuan dianggap PPh Final

Termasuk Penghasilan Neto dari Istri dan Anak yang belum 
dewasa yang penghasilannya tidak dianggap final
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3 Skenario  Umum Penyebab  SPT berstatus  NIHIL

Terjadi ketika PPh terutang  = Kredit  Pajak yang telah dipotong

Apa itu  SPT berstatus  NIHIL?

Kondisi òImpasó

PPh kurang / lebih  bayar  
angka  11a Induk  SPT = 0

Tidak Selamanya SPT Tahunan PPh itu Nihil

Seluruh pajak telah
dipotong  lunas oleh
perusahaan melalui
mekanisme PPh Pasal 21.

Batas PTKP
(Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Penghasilan

Neto Setahun

Penghasilan kena pajak
setahun lebih  kecil
dari batas Penghasilan
Tidak Kena Pajak per 
kondisi 1 Januari

Seluruh penghasilan 
dikenakan tarif final (misal 
0,5% UMKM) sehingga 
cukup dilaporkan pada
Lampiran penghasilan 
final

Karyawan  dengan  Satu Pemberi  Kerja Pelaku Usaha PPh Final (UMKM)Penghasilan  di Bawah PTKP

Kewajiban  Tetap  Melapor

Menunjukkan tidak ada pajak yang harus disetor sendiri (kurang bayar) 

maupun hak pengembalian pajak (lebih bayar) saat pelaporan SPT

Meski statusnya nihil, wajib pajak tetap memiliki  kewajiban  untuk

menyampaikan  laporan  SPT Tahunan
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